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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Hukum berarti peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur 

tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat atau norma yang dibuat dengan 

cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.
1
 Hukum Islam berarti semua 

ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yang terdapat dalam al-

Qur’a>n dan penjelasan nabi Muhammad dalam kedudukan beliau sebagai 

Rasulullah, yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadis.
2
 

Banyak tokoh yang mendefinisikan hukum keluarga. Menurut Ali Afandi, 

Hukum Keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hubungan 

hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan 

karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, 

keadaan tak hadir).
3
 Adapun menurut Salim H.S., hukum keluarga merupakan 

keseluruhan kaidah-kaidah hukum, (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang 

mengatur hubungan hukum mengenai perkawinan, kekuasaan orang tua, 

                                                           
1
 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, 

(Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 6, 2005),  42-43. 
2
 Ibid., 51. 

3
 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 93. 
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2 

 

pengampuan dan perwalian.
4
 Berdasarkan definisi di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa hukum keluarga ialah keseluruhan kaidah hukum baik 

tertulis maupun tidak tertulis yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah 

karena perkawinan, serta mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ikatan 

keluarga yakni meliputi peraturan perkawinan, perceraian, kekuasaan orang tua, 

perwalian dan pengampuan. Akan tetepi, dengan berkembangnya zaman dan 

semakin banyaknya permasalahan hukum keluarga yang muncul, maka 

fleksibelitas hukum sangat diperlukan dan hal ini sangat memepengaruhi 

kehidupan dan perkembangan di masyarakat, contohnya dalam masalah abosi, 

banyak para ulama yang bertolak belakang dalam menafsirkan kebolehan aborsi 

dan pengaharamannya. 

Begitu pentingnya keturunan, sehingga Islam menjadikannya sebagai salah 

satu dari lima perkara penting dan pasti terjaga dalam Islam (al-d}aruriyat al-

Khamsa). Dari sini perhatian dan perlindungan janin termasuk perkara penting 

agama Islam dalam seluruh fase-fase pembentukannya, banyaknya iklan dan 

slogan kebebasan berekspresi dalam semua sektor kehidupan membawa 

manusia melakukan perbuatan nista tanpa ada rasa malu dan takut kepada Allah 

Subh}ana wata’ala, hal ini menimbulkan banyaknya wanita hamil di luar 

pernikahan, sehingga mereka mengambil aborsi sebagai salah satu solusi 

                                                           
4
 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001 ), 56. 
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menghilangkan rasa malu pada masyarakat. Allah telah berfirman dalam surah 

al-Isra’ ayat 33 yang berbunyi : 

                                     

                  

Artinya : Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. 

Barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah 

memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris 

itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah 

orang yang mendapat pertolongan. (Al-Isra’ ayat 33) 

Allah menciptakan manusia sebagai makluk yang mulia dimuka bumi 

ini dan ini dijelaskan dalam firmannya surah al-Isra’ ayat 70 yang berbunyi : 

                                             

            

Artinya : dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, 

Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka 

rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan 

kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 

ciptakan. (Al-Isra’ ayat 70) 

Allah telah menjelaskan bahwa ummat Islam telah dimuliakan-Nya sehingga 

tidak benar jika seorang anak baik itu masih dalam kandungan menjadi beban 

kepada ibunya, bahkan setelah ia lahir nanti dan aborsi adalah penghalang 

berjayanya ummat Islam di muka bumi. 
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Allah berfirman dalam surah al-Mu’minu>n ayat 12-14 menjelaskan poses 

terbentuknya makluk hidup, yang berbunyi : 

                                          

                                       

                   

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 

(berasal) dari tanah. Kemudian, Kami jadikan saripati itu air mani (yang 

disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami 

jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal 

daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang 

belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia 

makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang 

paling baik. (Al-Mu’minu>n ayat 12-14) 

Rasullah SAW juga pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 

3208, bahwa dalam proses pembentukan janin ada sebuah proses di mana Allah 

Subh}ana wata’ala menurunkan malaikatnya guna meniupkan ruh hingga 

mencatat rizki selama ia hidup. 

ثَ نَا  ثَ نَارَ حَدَّ ثَ نَا أبَُ وْ الَأحْوَصِ عَنْ الَأعْمَشِ عَنْ زَيْد بْنُ وَهْبٍ قاَلَ عَبْدُالله : حَدَّ سُوْلَ الَحسَنُ بْنُ الرَّبيِْعُ حَدَّ
هِ أرَْبعَِيَْْ الُله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَادِقُ المصْدُوْقُ قاَلَ )إِنَّ أَحَدكُُمْ يُُْمَعُ خَلْقَهُ فِِ بَطْنِ أمُ  

عَثُ الُله مَلَكًا يُ ؤْمَربُأَِ  ٍٍ وَيُ قَالُ يَ وْمًا,ثَُُّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ,ثَُُّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلُ ذَلِكَ, ثَُُّ يَ ب ْ رْبعَِ كَلِمَا
فَخُ فِيْهِ الرُوْ  نَهُ لَهُ : اكُْتُبْ عَمَلَهُ وَرزِْقَهُ وَشَقٌّى أوَْسَعِيْدٌ. ثَُُّ يُ ن ْ حُ, فإَِنَّ الرَجُلُ مِنْكُمْ ليََ عْمَلُ حَتََّّ مَايَكُوْنُ بَ ي ْ
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بَ يَْْ النَارِ إِلاَّذِراَعٌ وَبَ يَْْ الََنَّةِ إِلاَّذِراَعٍ, فَ يَسْبَقُ عَلَيْهِ كِتَابهَُ يَ عْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ النَارِ. وَيَ عْمَلُ حَتََّّ يَكُوْنُ 
5يَ عْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ الَنََّةِ(,فَ يَسْبَقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ ف َ 

 

Artinya : H}asan ibnu R<abi’ bercerita kepada kami, Abu> Ahus, A’mash, Zaid 

ibnu Wah}bin, dari Abdullah berkata : Rasulullah SAW bercerita kepada 

kami, sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan di dalam 

perut ibunya selama empat puluh hari berupa nutfah, kemudian menjadi 

alaqah seperti itu (misla dhaliq) kemudian menjadi mudghah seperti itu 

(misla dhaliq), kemudian Malaikat dikirimkan kepadanya. Lalu 

memeritahkan kepadanya empat hal yaitu : mencatat rizkinya, amal 

perbuatannya, dia celaka atau bahagia lalu meniupkan ruh ke dalamnya dan 

diperintahkan untuk melakukan empat kalimat, sesungguhnya seseorang dari 

kamu akan melakukan amal penghuni surga, sehingga tidak ada antara dia 

dan dia (surga) melainkan satu zira' (hasta) maka yang menang apa yang 

tercatat, sehingga dia berbuat perbuatan penghuni neraka, kemudian dia 

masuk ke dalamnya (neraka). Sesungguhnya seseorang dari kamu akan 

berbuat perbuatan penghuni neraka, sehingga tidak ada antara dia dan dia 

(neraka) melainkan satu zira (hasta), maka yang menang apa yang tercatat, 

sehingga dia melakukan amal penghuni surga, kemudian dia masuk ke 

dalamnya (surga). (HR. Bukhari) 

 Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam pemahaman hadis di atas. Akan 

tetapi, dalam hal ini penulis lebih dominan terhadap ulama fiqih yang 

berpendapat, bahwa aborsi setelah peniupan ruh hukumnya adalah haram 

disebabkan bayi tersebut telah dinyatakan sebagai makhluk hidup dan bagi yang 

tetap melakukan aborsi maka dia akan diberikan ganjaran hukuman, tetapi ada 

pengecualian seperti apa yang dijelaskan dalam fatwa Syekh Syiltawat yang 

menjelaskan jika dengan adanya janin tesebut dapat mengakibatkan kematian 

terhadap ibu yang mengandung, maka hal yang diutakaan adalah keselamatan 

                                                           
5
 Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, Jami’ Al-Sahi>h Bukahri, juz II, (Q<ahir: 

Matba’atus Salfiyah, 1403 Hijriah), 424. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 

 

ibu tersebut dan hal ini selaras dengan kaidah fiqih yang menjelaskan bahwa 

jika ada dua hal darurat yang saling bersamaan maka hendaknya mengambil 

yang lebih ringan dari keduanya.
6
  

Bersamaan dengan maraknya gerakan feminisme, kini muncul berbagai 

argumen mengenai aborsi. Salah satunya adalah aborsi merupakan hak wanita 

untuk mengontrol tubuhnya sendiri. Dengan demikian, kaum wanita berhak 

melakukan aborsi atas alasan apapun dan mereka berhak menentukan sendiri 

apakah kandugannya digugurkan atau tidak, tanpa adanya rasa takut, 

diskriminasi, paksaan, ataupun kekerasan
7
. Akan tetapi, apakah hal ini sudah 

benar jika dilihat dari Hukum Islam dan bagaimana dampaknya jika hak asasi 

menjadi landasan kebebasan setiap orang ?. Bukankah kebebasan seseorang 

seharusnya tidak melanggar peraturan dan hak-hak orang lain ?. 

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi yang menjelaskan tata laksana dari Undang-Undang Kesehatan 

Nomor 36 Tahun 2009 Dalam Pasal 75 ayat (2) huruf B
8
 sebagai tindak lanjut 

dari penjelasan Aborsi bagi wanita hamil karena pemerkosaan, sehingga aborsi 

tehadap wanita hamil karena pemerkosaan menjadi legal. Hal ini menjadi 

                                                           
6
  Muhammad Ali Albar, Musykilat al-Ijhad Dir>asah al-Tibbi>ah al-Fiqhi>ah, (Jedah: Darussa’id, 1985), 

37-38. 
7
 Luthfi Assyaukanie, Politik, HAM dan Isu-isu teknoologi dalam Fiqih kontemporer, (Bandung: 

Pustka Hidayah, 1998) ,119. 
8
 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 75 ayat 2 huruf  b : Kehamilan akibat pekosaan 

yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pekosaan.  
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keresahan dikalangan masyarakat yang berindikasi pada maraknya pergaulan 

bebas dan mengaku sebagai korban pemerkosaan, maka dari itu, perlu dikaji 

ulang sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami Peraturan Pemerintah 

tersebut dan sebagai produk baru dalam pembaharuan ilmu Hukum Keluarga.  

Latar belakang terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 

adalah kesehatan reproduksi wanita, baik wanita tersebut melakukan aborsi 

disebabkan indikasi medis atau akibat perkosaan. Jika dilihat dari indikasi 

perkosaan, wanita dapat melakukan aborsi dengan alasan sikis yang berakibat 

kepada kesehatan jiwa seorang ibu sehingga merenggut nyawa dan 

kelangsungan kehidupan anak yang di dalam kandunganya. Aborsi dalam Islam 

dinamakan ijhad atau isq>atul al-hamli dan beberapa ulama berbeda pendapat 

dalam menjelaskan prespektif aborsi dalam Islam. Aborsi dalam sejarah sudah 

ada pada masa Jahiliyah 180 Tahun sebelum milad9
. Hukuman bagi pelaku 

aborsi terus berubah mulai dari hukuman mati, penjara selama dua puluh Tahun 

hingga pada awal abad ke delapan belas aborsi dinyatakan boleh dengan alasan 

jika hal tersebut mengancam kesehatan, jiwa, akal atau disebabkan distorsi 

janin
10

. 

                                                           
9
 Ibr>ahim ibnu Q><asim ibnu Muhammad R<>ahim, Al-ah}ka>mul Al-Ijh>ad fi} Fiqhi Al-Islam, (Madinah: t.p, 

2002), 96. 
10

 Ibid., 99. 
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Beberapa faktor yang mempengaruhi wanita melakukan Aborsi dibagi 

menajadi dua, yaitu
11

 : 

1. Indikasi Medis, hal ini terjadi, jika seorang dokter mengugurkan 

kandungan wanita karena pandangannya kandugan tersebut sangat 

membahayakan wanita tersebut. 

2. Indikasi Sosial, aborsi dalam hal ini, banyak sekali faktor yang 

mempengaruhinya antara lain : 

a. Kurangnya finansial yang dapat memenuhi kehidupan anaknya. 

b. Karena wanita hamil disebabkan oleh pemerkosaan seorang pria 

yang tidak mau bertanggunag jawab. 

c. Karena malu dikatakan hamil, disebabkan pria yang bukan 

suaminya. 

Korban perkosaan mengalami banyak kerugian diantaranya fisik, pesikis, 

seksual dan ekonimi. Dampak ini memberikan tekanan secara spikis atas 

ketidak siapan dengan kehamilannya. Oleh karena itu banyak sekali wanita 

korban perkosaan melakukan aborsi dengan sengaja. Aborsi dilarang oleh 

Undang-undang kesehatan Nomor. 36 Tahun 2009. Akan tetapi ada 

pengecualian aborsi bagi wanita korban perkosaan dengan syarat adanya 

indikasi yang menyebabkan kehamilan wanita tersebut dapat mengancam 

                                                           
11

 H. Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini,  

(Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 85. 
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nyawa baik dirinya sendiri atau janin tesebut, aborsi bagi wanita hamil 

disebabkan oleh perkosaan dapat dilakukan secara legal. Kelompok yang 

menentang aborsi sebagai pembunuhan menggunakan dasar hukum Undang-

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, akan tetapi 

hendaklah wanita memiliki hak perlindungan hukum berkaitan fungsi 

reproduksinya. 

Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi menjadi celah hukum bagi para wanita yang ingin melakukan aborsi 

dengan alasan yang telah disahkan oleh peraturan pemerintah di atas. Hal ini 

mengubah wanita dari makluk yang lemah lembut dan penyayang menjadi 

makhluk yang berbahaya disebabkan ia dapat membunuh anak yang seharusnya 

berhak hidup dan melanjutkan hidupnya. Undang-undang Hak Asasi Manusia 

Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (1)
12

 dan apa yang 

ada di Undang-undang Perlindugan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 

(1) dan (2)
13

 yang menjelaskan anak adalah makluk yang dapat perlindungan 

hukum untuk hidup dan berkembang. 

                                                           
12

 Pasal 52 ayat (2) : Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui 

dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 53 ayat (1) : setiap anak sejak dalam 

kandungan, berhak bertahan hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan. 
13

 . Pasal 1 : anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. Pasal 2 : Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 
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Berbagai pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel 

Surabaya Surabaya khususnya yang menjadi pengajar di Jurusan Ahwal Al-

Syahsiah melontarkan sebagai kritikan dalam menanggapi Peraturan 

Pemerintah tersebut, setelah penulis mengadakan Wawancara kepada beberapa 

dosen setidaknya ada tiga pendapat, yaitu : 

Pertama, dosen yang berpendapat bahwa Pasal ini akan berdampak pada 

perbuatan yang haram. Hal ini disebabkan janin yang sudah berada dalam rahim 

sudah mendapatkan haknya dari yang maha kuasa. Jika dengan alasan kesehatan 

psikologis seorang ibu anak akan terganggu, maka alasan ini sangat tidak kuat, 

begitu juga dengan menjaga kehormatan karena malu melahirkan anak tanpa 

seorang ayah (Hifzu ‘irzi ). Hendakanya tidak bertentangan dengan syariat 

sedangkan hal ini telah bertentangan, bahkan, Pasal ini sebenarnya adalah 

legalisasi aborsi bagi wanita hamil karena zina
14

. 

Kedua, dosen yang berpendapat bahwa Pasal ini harus didukung dengan 

bahan penyelidikan dari pihak yang berwenang sehingga dapat menjadi alasan 

yang kuat bahwa wanita tersebut dapat melakukan aborsi. Jika dilihat dari 

Hukum Islam. Hal ini telah merusak psikologi wanita dengan beban yang tidak 

diingikannya, maka hal ini sudah termasuk dalam hifzu al-‘akli, bahkan jika 

akalnya sudah rusak, maka hal ini sangat besar pengaruhnya dalam hifzu al-

                                                           
14

 Abdul Khaliq Syafa’at, Wawancara, gedung Fakultas Syariah, 15, 10, 2014. 
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ddi}n, hifzu al-nafsi dan hifzu al-nasli, oleh sebab itu Pasal tidak bertentangan 

dengan hukum Islam
15

. 

Ketiga, dosen yang berpendapat bahwa Pasal ini bukan celah guna 

menyelewengkan perlakuan aborsi, akan tetapi, Pasal 31 Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2014 menjadi beban atau memperketat terjadinya aborsi. Hal 

ini dapat kita lihat bahwa bagi yang melakukan aborsi ada tiga hal yang harus 

diperhatikan : Pertama, aborsi dilakukan sebelum 40 (empat puluh) hari 

dihitung dari haid terakhir. Kedua, pelaku aborsi hanya dapat dilakukan jika 

sudah ada surat izin dari penyidik dan pisikiater. Ketiga, aborsi hanya dapat 

dilakukan oleh petugas yang berwewengan (dokter), akan tetapi, aborsi dapat 

dilakukan jika tiga hal tersebut telah terpenuhi. Hal ini sama dengan poligami, 

bahwa hukum asal poligami adalah boleh, akan tetapi, hukum di Indonesia 

mengatur bagaimana cara berpoligami dengan Pasal dan tata cara yang 

memberatkan pelaku poligami.
16

 

Berangkat dari relitas tersebut penulis merasa sangat penting untuk 

melakukan penelitian bagaimana sebenarnya aborsi bagi wanita hamil karena 

pemerkosaan dalam Hukum Islam. Untuk kemudian mengetahui bagaimana 

aborsi yang dilarang dan diperbolehkan di dalam Hukum Islam serta 

mengklarifikasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, sehingga terjadi 

                                                           
15

  Hasan Ubaidillah, Wawancara, gedung Fakultas Syariah, 18,10,2014. 
16

  Suprapto, Wawancara, gedung Fakultas Syariah, 15,10,2014. 
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relevansi antara keduanya dan tidak terjadi celah hukum pelaku aborsi yang 

tidak bertanggung jawab. Maka penulis memilih untuk mengangkat judul 

‚Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 

Surabaya Terhadap Kebolehan Aborsi Bagi Wanita Korban Perkoaan‛.  

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah  

1) Identifikasi Masalah  

Identifikasi  diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar 

tidak terjadi missunderstanding dalam pemahaman pembahasannya. Adapun 

identifikasi dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut: 

1. Ketentuan aborsi menurut Hukum Islam dan Hukum Posistif 

2. Tinjawan hukum Islam terhadap kebolehan aborsi bagi wanita korban 

perkosaan. 

3. Pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum terhadap kebolehan 

aborsi bagi wanita korban perkosaan. 

4. Legalisasi aborsi menurut peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 

5. Tata cata aborsi menurut peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 

6. Hubungan antara Undang-undang perlindungan anak dan Undang-

undang hak asasi manusia dengan Peraturan pemerintah Nomor 61 

Tahun 2014 

7. Analisis Pasal 31 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 
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2) Batasan Masalah 

Batasan masalah disini bertujuan untuk menetapkan batas-batas 

masalah yang akan diteliti  dan objek mana yang tidak termasuk dalam 

pembahasaan, sehingga pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak 

menyimpang dari fokus penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan 

dengan batasan sebagai berikut: 

1. Pandangan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 

Surabaya terhadap perkosaan sebagai pengecualian dalam larangan 

aborsi. 

2. Tinjawan hukum Islam terhadap Pandangan dosen Fakultas Syariah dan 

Hukum terhadap perkosaan sebagai pengecualian dalam larangan aborsi 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari karya 

ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum terhadap 

kebolehan aborsi bagi wanita korban perkosaan ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pandangan dosen Fakultas 

Syariah dan Hukum dalam kebolehan aborsi bagi wanita korban 

perkosaan ? 
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D. Kajian Pustaka  

Pembahasan yang spesifik mengenai Peraturan Pemerintah mengenai Aborsi 

dan ditinjau dari Hukum Islam saat ini belum penulis temukan. Adapun 

penelitian pustaka yang sedikit berhubungan dengan pembahasan dalam karya 

tulis ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, skripsi karya Nur Fadilah mahasiswa Fakultas Syariah yang 

diajukan pada Tahun 2005 dengan judul ‚Tinjawan hukum Islam dan hukum 

positif terhadap aborsi oleh wanita akibat perkosaan‛ Dalam skripsi ini 

dijelaskan bahwa bagaimana Tinjawan hukum Islam dan Hukum Positif bagi 

pelaku aborsi dan selanjutkan diterangkan larangan aborsi yang ada dalam Pasal 

346 KUHP serta Al-Qur’a>n surah Al-Isra’ ayat 33
17

. 

Kedua, skripsi karya Aries Kurniawan Mahasiswa Fakultas Syariah  yang 

diajukan pada Tahun 2005 dengan judul ‚Aborsi korban perkosaan ditinjau dari 

Pasal 15 UU Nomor. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan relevansinya dengan 

hukum Islam‛, di dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana relevansi Pasal 15 

undang-undang Nomor. 23 Tahun 1992 dan bagaiama hukumnya.
18

 

                                                           
17

 Nur Fadilah, Tinjawan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Aborsi oleh Wanita akibat 

Perkosaan, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiah, (Surabaya, 2005). 
18

 Aries Kurniawan,  Aborsi Korban Perkosaan Ditinjau dari Pasal 15 UU Nomor. 23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan dan Relevansinya dengan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Siasah 

Jinayah, (Surabaya, 2005). 
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Ketiga, skripsi karya Siti Nur Aini mahasiswa Fakultas Syariah yang 

diajukan pada Tahun 2009 dengan judul ‚Tinjawan Maqasid al Syari'ah 

terhadap fatwa MUI Nomor. 4 Tahun 2005 tentang aborsi korban 

pemerkosaan‛, dalam skripsi ini dijelaskan fatwa MUI Nomor. 4 Tahun 2005 

ditinjau dari maq>asid syari’ah, sehingga penelitian ini bertitik berat pada 

relevansi Fatwa MUI dengan maq>asid syari’ah19
. 

Keempat, skripsi karya Mushoffa Fauzi  mahasiswa Fakultas Syariah yang 

diajukan pada Tahun 2010 dengan judul ‚Analisis hukum Islam dan Pasal 

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap 

aborsi anak korban pemerkosaan‛, di dalam skripsi ini dijelaskan analisa hukum 

Islam mengenai perlindungan anak terhadap aborsi korban pemerkosaan dan 

dihubungkan dengan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002, sehingga bagi 

pelaku aborsi mendapat perlindungan hukum
20

. 

Kelima, skripsi karya Riza Yuniar Sari mahasiswa Fakultas Syariah yang 

diajukan pada Tahun 2012 dengan judul ‚Studi komparatif antara hak asasi 

manusia dan hukum Islam terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban 

perkosaan‛, di dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana padangan hak asasi 

                                                           
19

 Siti Nur Aini, Tinjawan Maq>asid Al-Syari'ah terhadap Fatwa MUI Nomor. 4 Tahun 2005 tentang 

Aborsi Korban Pemerkosaan,  Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Siahsah Jinayah, (Surabaya,2009) 
20

 Mushoffa Fauzi, Analisis Hukum Islam dan Pasal Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak terhadap Aborsi Anak Korban Pemerkosaan, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan 

Ahwal Al-Syahksiah, (Surabaya, 2010). 
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manusia dan hukum Islam terhadap pelaku Aborsi yang dilakukan oleh korban 

pemerkosaan, penelitian memiliki titik berat bahwa aborsi sangat bertentangan 

dengan hak asasi manusia dan Hukum Islam
21

. 

Terlihat jelas perbedaan dalam skripsi yang diajukan oleh penulis sekarang 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini disebabkan penulis meneliti 

‚Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 

Surabaya Terhadap Kebolehan Aborsi Bagi Wanita Korban Perkosaan‛. 

Penelitain ini adalah tindak lanjut dari penjelasan peraturan pemerintah Nomor 

61 Tahun 2014 yang baru disahkan oleh pemerintah pada bulan Juli 2014, 

sehingga penulis merasa sangat penting membahas hal tersebut. 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum terhadap 

kebolehan aborsi bagi wanita korban perkosaan. 

2. Mengetahui tinjawan hukum Islam terhadap pandangan dosen Fakultas 

Syariah dan Hukum tentang kebolehan aborsi bagi wanita korban 

perkosaan. 

                                                           
21

 Riza Yuniar Sari, Studi Komparatif antara Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam terhadap Aborsi 

yang dilakukan oleh Korban Perkosaan, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Siasah Jinayah, (Surabaya, 

2012). 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil dari studi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal 

berikut: 

1. Aspek teoritis dari karya ini adalah dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan tentang kajian serupa. Selain itu skripsi ini juga diharapkan 

dapat digunakan sebagai dasar penyusunan untuk penelitian lanjutan yang 

mempunyai relevansi dengan skripsi ini. 

2. Aspek praktis, yaitu sebagai teks acuan bagi para akademisi untuk 

memahami Tinjawan hukum Islam terhadap pandangan dosen Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya mengenai kebolehan aborsi 

bagi wanita korban perkosaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam 

Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, sehingga tidak ada 

kekosongan hukum yang mengakibatkan kerancuan tatalaksana peraturan 

pemerintah tersebut dan tidak menjadi celah bagi pelaku yang tidak 

bertanggung jawab guna melakukan Aborsi secara bebas dan tidak terikat 

oleh hukum. 

G. Definisi Operasional 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul penelitian ‚Pandangan 

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya 
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Terhadap Kebolehan Aborsi Bagi Wanita Korban Perkosaan‛, maka perlu 

diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas, yaitu: 

1. Aborsi : Abortion berasal dari bahasa Latin yang berarti gugur 

kandungan atau keguguran, di mana hal tersebut adalah suatu perbuatan 

untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan kandungan
22

, 

dan hal ini telah dilegalkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 

Tahun 2014. 

2. Hukum Islam : Peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan 

diformulasikan dalam ke-empat produk pemikiran, di antaranya: fiqh, 

fatwa, putusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan 

diberlakukan bagi umat Islam Indonesia. Dalam penelitian ini, hukum 

Islam yang dimaksud adalah fiqh empat mazhab Sunni, yaitu mazhab 

Syafi’i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali.
23

 

3. Pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum : Dosen yang mengajar 

dalam keilmuan Hukum umum dan Hukum Islam di Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya. 

4. Peraturan Pemerintah adalah hukum yang disahkan sabagai tatalaksana 

dari Undang-undang yang telah ada sebelumnya dan yang dimasuk 

                                                           
22

 . M Ali Hasan, Mas>ail Fiqhiyah Al-Hadithah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 44. 
23

 Ahmad Rofiq,  Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. VI), 9. 
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penulis adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 sebagai tata 

laksana dari Undang-undang kesehantan Nomor 36 Tahun 2009. 

H. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengambilan sempel 

dan data-datanya, hal ini bertujuan agar penulisan sistematis dapat menjelaskan 

tujuan sesuai judul penulis. 

A. Data yang dikumpulkan 

Sesuai dengan permasalahan di atas, data pokok yang dikumpulkan 

dalam penelitian adalah data mengenai Pandangan dosen Fakultas Syariah dan 

Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya terhadap kebolehan aborsi bagi 

wanita korban perkosaan : 

a) Pengertian Aborsi menurut hukum Islam dan Positif 

b) Dasar hukum Aborsi menurut hukum Islam dan Positif 

c) Syarat-syarat Aborsi dalam hukum Islam dan Positif 

d) Jenis dan macam Aborsi Menurut hukum Islam dan Positif 

e) Pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel 

Surabaya Surabaya terhap Pasal 31 huruf b Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2014. 
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B. Sumber Data 

Penelitian ini termasuk dalam penelitain lapangan yang menggunakan 

data-data yang langsung didapatkan dari sumber aslinya, maka dalam 

pengambilan sumber data, penulis menggunakan pengumpulan bahan rujukan 

data yang di bagi dalam dua bentuk yaitu : sumber Primer dan sekunder. 

a) Sumber primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari 

sumber aslinya, sehingga hasil yang didapatkan tidak melalui proses 

pikiran orang lain, yaitu :  

1) Wawancara. 

b) Sumber sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan 

pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, artikel, hard copy, dan artikel dari internet.
24

 Adapun 

data skunder yang digunakan adalah: 

a) Data Hukum primer 

1. Al-Qur’a>n dan Al-sunnah 

2. Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 

3. Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000 

4. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 

                                                           
24

 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 

115. 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan 

reproduksi 

6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang 

aborsi. 

b) Data Hukum Skunder 

1. Mas>ail Fiqhiyah Al-Hadithah Pada Masalah-masalah 

Kontemporer Hukum Islam karya M Ali Hasan 

2. Hukum Islam di Indonesia karya Ahmad Rofiq 

3. Mas>ailul Fiqhi}yah berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam 

masa kini karya H. Mahjuddin 

4. Musykilat Al-Ijh>ad Al-Dira>sah Al-Tibbi}yah Al-Fiqhi}yah karya 

Muhammad Ali Al-Bar 

5. Al-Ahkamu Al-Ijh>ad fi Fiqhil Al-Isl>am karya Ibr>ahim Ibnu 

Muhammad Q<asim Ibnu Muhmmad Rahi}m 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian adalah hasil dari sebuah penemuan ilmiah, sehingga teknik 

dalam pengumpulan data sangat diperhatikan guna mendapatkan hasil yang 

maksimal. Pengumpulan data dalam penelitan ini menggunakan dua bentuk 

teknik pengumpulan data, yaitu : 
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1) Wawancara 

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi antara peneliti dan 

responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam 

hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupan pola 

media yang melengkapi kata-kata verbal, sehingga dapat menangkap 

perasaan, pengalaman, emosional, motif yang dimiliki responden tersebut 

yang disebut dengan in depth interview.
25

 Wawancara yang pernulis lakukan 

mencakup dosen yang mangajar hukum Islam, Fiqih, Ushul Fiqih, Tafsir, 

Hukum Umum dan Hukum Perdata, dalam pengambilan responden 

Wawancara penulis menerapkan metode Porposive Sampling. 

2) Porposive Sampling 

Porposive atau judgement sampling adalah metode pengumpulan data 

dengan cara memilih responden dengan bidang atau konsentrasi tertentu, 

sehingga pernytaannya dapat dipertanggungjawabkan
26

, dalam Wawancara 

terhadap dosen penulis memilih dari sudut keilmuan dan aktifitas dosen 

tersebut guna mendalami permasalahan ini. 

 

 

 

                                                           
25

 Gulo, W. Metodelogi Penelitian. t.tp., Grafindo, t.t., 119.  
26

 J. Supranto, Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global, edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2007, 

76. 
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3) Metode Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan tertulis berbagai kegiatan atau peristiwa pada 

waktu lalu seperti : Jurnal penilitan terdahulu, leteratur-leteratur yang 

membahas penelitian penulis dan berbagai bahan tulisan yang menjadi acuan 

bagi peneliti dalam memahami objek penelitian.
27

 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis 

menggunakan teknik berikut ini untuk mengolah data: 

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengeroksian data yang telah dikumpulkan 

serta meneliti kesempurnaannya, sehingga jelas kebenaran, kejelasan dan 

konsistensi jawaban atau informasi yang didapatkan oleh penulis.
28

 Penulis 

memeriksa data-data yang berasal dari kitab-kitab Islam dan dan Hukum 

Positif. 

b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun bagian (orang dan sebagainya) 

sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.
29

 Setelah data 

diteliti kemudian penulis menyusun bahan dalam bagian-bagian yang 

sistematis, dimana bahan dikategorisasikan dalam larangan aborsi bagi 

                                                           
27

 Ibid., 123. 
28

 Masruhan, Metodelogi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustka, 2013), 253. 
29

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 803. 
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wanita hamil karena perkosaan dan permekosaan sebagai pengecualian 

dalam larangan aborsi.  

Apabila pengolahan data tersebut telah terselesaikan, maka penulis akan 

melakukan analisis terhadap data dengan menggunakan: 

c. Metode diskriptif  

Analisis dengan metode penelitian ini bermaksud untuk memberikan data 

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya guna 

mempertegas permasalahan guna memperkuat teori-teori yang lama atau dalam 

rangka menyusun teori-teori baru
30

, dan di dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pola pikir Induktif yang mana mengumpulkan premis-premis 

yang ada dan benturkan dengan hukum yang mengatur hal tersebut. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam 

penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan penelitian, maka 

penulis membuat sistematika sebagai berikut: 

Bab pertama : berisi pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 

kegunaannya, definisi operasional dan metodologi penelitian, dari data yang 

dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. 

                                                           
30

 Masruhan, Metodelogi Penelitian Hukum..., 49. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25 

 

Bab kedua: berisi pembahasan mengenai ketentuan Aborsi dalam Hukum 

Islam dan Hukum Positif meliputi: definisi Aborsi, dasar hukum Aborsi, dan 

macam-macam Aborsi.  

Bab ketiga: Pandangan dosen Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan 

Ampel Surabaya Surabaya terhadap kebolehan aborsi bagi wanita korban 

perkosaan.  

Bab keempat: adalah analisis Hukum Islam terhadap pandangan dosen 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya terhadap 

kebolehan aborsi bagi wanita korban perkosaan. 

Bab kelima: adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran 

 


